Menimbang

Mengingat :

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 | TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi
pusat, regional maupun daerah dan kerangka pendanaan serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah khususnya terkait
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD, dipandang perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

B

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2017,

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Teba,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);




10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangdn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repub:E
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 201
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8l

9

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkét
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi DPRD (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teldh
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negar
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentan
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumbe
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negar
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana tela
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahu

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah da

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 201
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerj
Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 Tahu

n
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6

~

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Nomor 7);




Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 7 Tahuh

21

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7)£

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10
Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupatjll:
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daer
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Pasal I

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 1[7)
diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017
merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Tanjumng
Jabung Timur Tahun 2017 dalam rangka mencapai visi, misi dan
sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang
disusun akibat terjadinya :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambaht—n
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.




Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal, |9 \’]WZOI?

SEKRETARIS DAE BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3 ]
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